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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/Kep. 3.2 /I/SMK-BPMPT/XIV2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PUTRA SANDI YUDHA UNTUK MENDIRIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN FORWARD NUSANTARA

DI KOTA DEPOK
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERLJINAN TERPADU
PROVINSI JAWA BARAT,
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masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.

b.  bahwa Yayasan Putra Sandi Yudha dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk
mendirikan Sekolah Menengah Kejurnan mulai Tahun Anggaran 2016/2017

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan
Kepufusan Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat
tentang ljin Operasional Kepada Yayasan Putra Sandi Yudha untuk mendinkan
Sekolah Menengah Kejuruan Forward Nusantara di Kota Depok.

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950);

2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana felah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedna atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemernintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemenntah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubeh dengan Peraturan Pemerintezh Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

8  Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
221);

9.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menegah;

11, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan;

12.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar
Pe.-ngelolaan Pend:dikan oleh Pemerintah Daerah,
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14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen
Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang syaret-syarat
dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

15. Keputusan Gubermur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok,

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daersh
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 23 Seri D),

17. Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;

18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 31 Tahun 2016 Seri E).

Memperhatikan 1. Suret Permohonan dari Yayssan Putra Sandi Yudha Nomor 16/SPI/'SMK-
FN/IX/2016 tanggal 06 Oktober 2016, Perihal Permohonan [zin Operasional
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Forward Nusantara;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 421.4/05/Disdik-2016
Tanggal 06 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi Perijinan;
3. Akta Notaris : Mudong Gitapati, SH Nomor : 11 Tanggal 24 Februan 2016
tentang Pendirian Yayasan Putra Sandi Yudha;
4 Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 421.5/12666-
Dikmenti tanggal 22 Desember 2016 perihal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin
- Operasional SMK Forward Nusantara Kota Depok;
5. Studi Kelayakanan Sekolah Menengah Kejuruan dari Tim Teknis Bidang
Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tanggal
22 Desember 2016.
MEMUTUSKAN
Menestapkan:
KESATU Member jin opmsimal krpada Yayasan Putra Sandi Yudha untuk mendirikan
Sekolah Menengah
Nama :SMK FORWARD NUSANTARA
Alamat : JL Tenggiri Raya No. 34 Perumahan Kopassus Kedayu RT. 001
RW. 013 Kelurahan Sukatani Kecamatan Topas Kota Depok
KEDUA Pemberian ljin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA Pemegang 1jin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap
Triwulan, Semestem,'l‘ahmmn kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
KEEMPAT Apabila pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, maka ijin operasional akan dicabut;
KELIMA chntusaniniberlakn sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 30 DEC 2016
Tembusan :
1. Gubemur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok;
4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Penjinan Terpadu Kota Depok.




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

Jalan Pangeran Sogiri Ruko Millenium No. 25, Tanah Baru — Bogor Utara

E-Mail : kedwil2disdik@gmail.com
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SURAT KETERANGAN

NOMOR : 421.5/2s/Xll/ICadisdik.Wil.ll/2020

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Perizinan berusaha terntegrasi Secara Elekironik, Yayasan PUTRA SANDI
YUDHA telah memiliki NIB No. 0220208251583, pada SMK Forward Nusantara dan memiliki
Program Keahlian yang telah terakreditasi oleh BAN-SM dengan Nomor : 02.00/203/SK/BAN-
SM/X11/2018 dengan Jurusan :

Program Keahlian
Bidang Keahlian
Program Keahlian
Bidang Keahlian
Program Keahlian
Bidang Keahlian
Program Keahlian
Bidang Keahlian
Program Keabhlian

Bidang Keahlian

Tata Kecantikan Kulit
Pariwisata

Teknik Komputer dan Jaringan
Teknik Computer dan Informasi
Desain Komunikasi Vidusl

Seni Rupa

Tata Boga

Paeriwisata

Teknik Mesin

Teknik Industri

Demikian surat keterangan agar dipergunakan sebaimana mestinya, atas perhatiannya kami

sampaikan terimakasih

Tembusan :
1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);

Bogor, 18 Desember 2020

an Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Il
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
Seks Pengawasan
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